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PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 14 TAHUN 2006
TENTANG
PENJABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA TEBING TI
TAHUN ANGGARAN 2005
WALIKOTA TEBING TINGGI,

~

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Dacrah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005. perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2005.
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. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera

I
Utara Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati [ Tebing Tinggi;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan [.embaran Negara Nomor 3569);
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Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
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1997 Nomor 44. Tambahan LLembaran Negara Nomor 3688);

~3::mm::/oﬁoﬂomqmr:s_oooﬂn:ﬁmzoTn:v,n_m:mmmam./.mmmqwxm:mwna:gamzwgmmamlonEﬁeroEﬂam:./.ovo:m_:mﬁ\o:&m&z
/mm%mnzcrfsao:mﬂm::::Eco./oz::d..ﬁ:sg:m:rmavmaz./‘mmma,/.oaow.wmm;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
206. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3932): — —

Undeng-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
200+ Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor- \_Cwov

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang To_sﬁ.:zm:m: Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437): -

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 ); .

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
157. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

_Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);



13.

18.

19.

23.

a
-3 -

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024):

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027):

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118. Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4138):

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor-119.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416):

Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan. Pertenggungjawaban dan Pengawasan Keuangan
Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2005 tentane Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota

Tebing Tinggi:

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;

_Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2005; .

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran va:amﬁmﬂm:am:mm_m&wUmﬁmr Woﬁm%ng:m
Tinggi Tahun Anggaran 2005; -
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24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi:

MEMUTUSKAN :
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BELANJA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN ANGGARAN 2005 5

Pasal 1

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 terdiri atas :

1. Pendapatan -
a. Setelah Perubahan Rp 143.821.322.100.00
b. Bertambah Rp 12.629.287.629.61
Jumlah Realisasi Pendapatan Rp 156.450.609.729.61
2. Belanja
a. Setelah Perubahan Rp 180.440.512.532.,00
b. Berkurang Rp 27.529.168.121.68
Jumlah Realisasi Belanja ' Rp 152.911.344.410.,32

Surplus Rp  3.539.265.319,29




-

Pembiayaan :

a. Penerimaan
135.684.526.856.00

-
=]

1). Setelah Perubahan R
Rp 0.39

2). Berkurang

Jumlah Realisasi Penerimaan Rp 45.684.526.855.601

h. Pengeluaran

1). Setelah Perubahan Rp.

2). Bertambah Rp. 40. 453, (
Rp. 49.223.792.174.00

Jumlah Realisasi Pengeluaran

Rp.( 3.539.265.318,39)

Jumlah Realisasi Pembiayaan

Pasal 2

Penjabaran Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal | dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

[.ampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.



Pasal 4

mn

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah.

ebing Tinggi

Ditetapkan di T
al 3 September 2006

pada tangg:

WALIKOTA TEBING TINGGI
ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal, 3 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

2~ TRHAM TAUFIK




